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PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMEFRINTAHAN KECAMATAN DAY PEFMFRINTAHAN KELURAHAN
AROTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

hahwa sehubunean dengan perubahan orgamisas Pemennlah
Daerah. maka dipandang perlu menctapkan Peruturan Dacrah
vang  mengalus Susunan  Organeass dan lala kenu
Pemenntahan Kecamatan dan Pemenntahan Kelurahan Kota

Magelang :

Memmbang 0o

b bahwa  pengaluran tersebul  dimaksedkan untuk dapat
menvesuaikan dengan tugas pokok dan tungsi Pemerintahan
K ecamalan  dan Pemenmiahan  Kelurahan dalam upava
punnJ atan  penyelenggaraan pemenntaban,  pelaksanaan
pembangunan dan bimbingan kemasvarakatan secara
herdavaguna dan berhasil guna

¢ bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu datur dan
diletaphan dengan Peraturan Daerah Kola Magelany

Meneineal | Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 |
Menging: - _

2. Ketetapan
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- Ketetapan  Majelis  Permusvawaratan  Rakyal Republik

indonesia Nomor XV MPR | 1998 tentang Penvelenggaraan
Otonomi Daerah: Pencaturan, [Pembagian dan Pemantiaatan
Sumber Daya Nasional yang berkeadilan | scrta perimbangan

Kcuangan Pusat dan  Dacrah  dalam kcrangka Ncgara
Kesatuan Republik Indonesia -

- Ketetapun  Majelis  Permusyawaratan Rakyal Republik

Indonesia  Nomor 1V MPR2000 tentang Rekomendasi
Kebijakan dalam Penvelenggaraan Otonomi Dacrah

. Undang-undang Nomor 17  Tahun 1950  tentang

Pembentukkan Dacrah-dacrah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinst Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Darat |

. Undang-undung Nomor 22 Tahun 1999 lenlany Pemernnlahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199Y
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 383%9) 5

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pernmbangan
Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Dacrah (I .cmbaran
Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 72. Tambahan
[Lembaran Negara RI Nomor 3848)

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun
1974 Nomor 33, Tumbuhan Lemburan Negura R Nomor
30411 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 (1.emburan  Nepara Repubhk

Indonesia lTahun 1999 Nomor 16Y, lambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 3890)

Peraturan l‘umcrinlah Nomor 25 Tﬂhll[‘l 2t’lﬂn [cn[u_ng
Kcewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai
Dacrah Otonom  (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952 -

Peraturan Pemenntah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisast Perungkat Daerah (Lembaran Negara
Repubhik Indonesi Nomor 169)

Dengan .,
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Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
SUSUNAN  ORGANISASI  DAN  TATAKERIA
PEMERINTAIIAN  KECAMATAN  DAN - PEME-
RINTAHAN KELURAHAN KOTA MAGELANG.

BADB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan daerah im yang dimaksud dengan :
a  Dacrah adalah Kota Magelang .
b Pemerintah Dacrah adalah Pemenintah Kota Magelang -
¢ Walikota adalah Wahkota Magelang |
4 Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Magclang .

¢ Pemerintahan Kecamatan adalah Pemerintahan Kecamatan
Kota Magclang .

[ Pemerintahan Kelurahan adalah Pemenntahan Kelurahan
Kota Magelang

BAB I1
PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah 1 dibentuk Susunan Organisasi
dan Tata Kera Pemenntahan Kecamatan dan Pemernintahan
K{‘hir:lhﬂﬂ

(2) Organisas dibentuk berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan schagai benkut ¢

a kewenangan Pemenntahan
h. karaktenstik. potensi dan kebutuhan ;

¢. Kemampuan ... ..
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¢. kemampuan keuangan -
hetersediaan sumber daya aparalur

€. pengembangan pola kerja sama antar dacrah dan /
dengan pihak keliga.

BAB 111
PEMERINTAHAN KECAMATAN
Bugan Pertama

Kedudukan. Tugas Pokok dan I'ungsi
Pasal 3
(1) Pemerintahan Kccamatan dipimpin olch Camat yang berada
di bawah dan bertangeung jawah kepada Walikota

(2) Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas membantu
Walikata dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
Pemenntahan di Kecamatan.

(3) Untuk menyclenggarakan tugas schagaimana dimaksud ayat
(23 PPasal in1. Pemenntahan Kecamatan mempunvai fungsi

a. perumusan kchijakan Pcmenntahan Kccamatan |
b. penvelenggaraan administrasi Pemernntahan Kecamatan ;

¢ pengendahian  sumber  daya  aparulur, keuangan,
wrasarina dan sarana pemenntahan Kecamatan |

d  pelaksanaan lugas lam vang dibenkan oleh Walhikola
sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Buawian Kedua

Organisasi Pemenntahan Kecamatan

Pasal 4
(1) Pemerinlahan Kecamatan terdin dan
a. Camat .
h. Sekrelanal |
c. Seksi-Scksi, terdin dan :

1 Seksi Pemenntahan |
2 Seksi Pembangunan

3 Sekst Pelavanan Umum.

d. -l'i:.:lumpuk Jabalan Fungsional.

(2) Sekretanat ... ..
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(2) Sekrelanal, Seksi sebagaimana  dimaksud dalam  ayal (1)
Pasal im1 masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris,
Kepala Seksi vang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Camat.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat
fungsional scnior sclaku Ketua Kelompok.

Bagun Kehiga
Tata Kenja

Pasal >

(1) Dalam melaksanakan fugasnva Camat Sekretaris, Kepala
Schst menerapkan prinsip koordinasy, integrast dan
sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya,
sesuan denpan tugas pokok dan fungsimya masimng-masing.

(2) Setiap pimpinan di lingkungan Pemenntahan Kecamatan
waiib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 6

Dalam hal Camat berhalangan, Sekretans melaksanakan tugas-
tugas Camal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 7

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungst Pemenntahan Kecamatan
vane diabarkan berdasarkan Susunan Orpamisast schagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.

HAB IV
PEMERINTAHAN KELURAHAN
Bagian Pertama

Kedudukan. Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal] 8

(1) Pemenntahan Kelurahan dipimpin oleh scorang Kepala
Kelurahan vang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Camat.

2) Pemenntahan .....
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(2) Pemerintahan  Kelurahan mempunyai tugas membanfu
Camat  dalam  melaksanakan  tugas pcn}'ﬂlﬂﬂgﬁﬂmﬂ"

Pemerintahan di Kelurahan

(3) Untuk menyelengparakan tugas schagaimana dimaksud .:1}'{11
(2) Pasal im1. Pemenntahan Kelurahan mempunyai fungst

a. perumusan kebnakan Pemerintahan K elurahan . |
b. penvelenggaraan adminisiras Pemenntahan K elurahan

¢. pengendulian  sumber  daya  aparaluf. keuangan,
_ a o
prasaran:g dan sarand pemennlahan Kelurahan |

d. pelaksanaan tugas lan vang diberikan oleh Camat

sesuai denpan tugas dan fungsinyd

Bagian Kedua

Organisasi Pemerintahan Kelurahan

Pasal 9
(1) Pecmerintahan Kclurahan terdin dan :
a  Kepala Kelurahan ;
b, Sckrctanat ;
¢ Seksi-Seks), mehputi
1 Sckst Pemenmtahan |

7 Sekst Pembangunan .

3 Sekst Pelavanan Umum.,
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sckretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang Sekretans yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan

(3) Scks: schagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dipimpin oleh seorang Kepala Sekst vang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat
fungsional senior selaku Ketua Kelompok,

Bagian ...

6
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Bagian Ketiga
Tala Kenja

Pasal 10
(1) Dalam melaksanakan tigasnva Kepala Kelurahan, Sekretans
dan Kepala Seksi mencrapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasl
lainnva. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing.

(2) Setiap pimpinan di lingkungan Pemerintahan Kelurahan
wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 11

Dalam hal Kepala Kelurahan berhalangan, Sckretans
mclaksanakan migas-tugas Kcpala Kclurahan scsuai dengan

peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Pasal 12

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsit Pemerintahan Kelurahan
vang dijabarkan berdasarkan Susunan Organisast sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Dacrah i ditctapkan dengan

Keputusan Walikota.

BAB 1V
KEPEGAWATAN

Bagian Pertama

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 13

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian
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Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhenhan

Pusal 14

(1) Pejabat Eselon 111 di lingkungan Pemenntahan Kecamatan
diangkat dan diberhentikan oleh Wahikota.

(2) Pejabat Eselon 1V di hngkungan Pemenintahan Kecamatan
dan Pemerintahan Kelurahan diangkat dan diberhentikan

oleh Sekrelans Daerah alas pehimpahan kewenangan oleh
Walikota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bacan Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan
Pemerintahan  Kelurahan  sebagaimana  tercantum dalam
lampiran. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah .

BADB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Para Pejabat vang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang
ada sebelumva. l<iap melaksanakan tugas-tugasnva sampal
denean pr.:nu:inukulun Pejubal baru berdasarkan  Peraturan
D:.tﬂr:.lh il
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah in maka Perda HDle: 1_0
Tahun 1993 tentang  Susunan ()rganisasi dan 'lriji_TH Kena
Pemenntahan Kelurahan di - Kotamadya Daerah Tingkat I
Macclane scrta ketentuan lain vang bericnlangan dcngan
Peraturan Daerah ini dinvatakan tidak berlaku lagi

Pasal 18

| , e an Daerah ini sepanjan
Hal-hal vang belum diatur dalam [’eraturan Dd:{.l’ah ini pdqﬁmi
mengenai  pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut déng
Keputusan Wahkota

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supava setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan

28 ave 2 1= |

po, oundangan Peratuan, Dacrah 1m dengan  penempatannya
e B . e

dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang

pada tanggal % DeSabu 2000

WALIKOTA MAGELANG

\ ey

H. FAHRIYANTO

0
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR IR TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAIIAN KECAMATAN DAN PEMERINTAIIAN KELURAIIAN
KOTA MAGELANG

2

. PENJELASAN UMUM

Dengan dikeluarkannva Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemeniniahan Dacrah. maka pelaksanaan Otonomi Daerah vang luas, nyata dan
bertanggung jawab dengan titik berat di dacrah Kota perlu segera diwujudkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penataan kembﬂli
kelembagaan Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan yang ada di
dacrah

Untuk maksud terscbut serta guna lebth meningkatkan kelancaran
penvelenggaraan Pemenutahan dan pelaksanaan pembangunan sccara berdaya
cuny dun berhastl cung. muka perlu menelapkan kembah Susunan Orgamisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemenntahan Kelurahan Kota Magelang
denean Peraturan Daerah

1. PENJET.ASAN PASAIL. DEMI PASAL

Pasal ] - Cukup jelas.
Pasal 2 avat (1) : Cukup jelas
Popaal 2 aval (2) hurul a * Yang dunuaksud kewenangan Pemennitah adalah

kewenangan Pemennlahan  Kecamatan dan
Pemerintahan Kelurahan

Pasal 2 ayat (2) huruf bs/d e = Cukup jelas.

Pasal 3 s/d 1Y . Cukup jclas.

10
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